
WAI"I KOTA MANADO

HKUVI NSI SU LAW USI U'I'ARA

PERATURAN WALI KOTA MANADO

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN IWHISTLE BLOWLNG

SYSIEM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA trSA

WALI KOTA MANADO,

Menimbang a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan

keuangan atau perekonomian dan menghambat

pembangunan daerah untuk kepentingan

masyarakat;

h. ba,hrnra- daiam ra-ngka- pengr,tatan pena-ngana-n

sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan

sistem penanganan yang cepat, tepat, responsif dan

mudah serta melinclungi pengadu;

c. bahx,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman

Penanga-na-n Penga-d,-r-a-n {U|histle fil-su-;in.g S3r-st+zrn}

Dugaan Tindak Pidana Korupsi;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat iI Di Sularvesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74. Tarnbahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor L822);

? I-inda-ng-I-Inda:rg Nomor 28 Tahr-rn 1999 terrl-"a-ng

Penyelengga.raan Negara yang Bersih clan Bebas

dari Korupsi, l{olusi, Dan Nepotisme sebagaimana

Mengingat

.i'7
<J

WALI KOTA MANADO 

PROVINSI SULAWESI UTARA 

PERATURAN WALI KOTA MANADO 

NOMOR 22 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN ( WHISTLE BLOWING 

SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA MANADO, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan 

keuangan atau perekonomian dan menghambat 

pembangunan daerah untuk kepentingan 

masyarakat; 
b. bahwa dalam rangka penguatan penanganan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan 

sistem penanganan yang cepat, tepat, responsif dan 

mudah serta melindungi pengadu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman 

Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) 

Dugaan Tindak Pidana Korupsi; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme sebagaimana 



Menetapkan

telah riiubah beberapa kaii terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2AA2 Tentang

Komisi Pemberantasan Korupsi;

3, t-Jneia-ng-tJnd,a:rg Nomcrr 31 Tah,-r-n 1999 tenta-ng

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

t-entang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 20A2 Tentang Komisi

Pemtrerantasan Korupsi;

+. t-Ind,ang-Unda-ng Nomor 23 Ta-hun 2At4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah i:eberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tal:un 2A22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik indonesia

Ta-hrtn 2023 Nomor 4L, Ta-mba-ha-n L,emha-ran

Negara Republik Indonesia Nornor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2Al7

tentang Pembinaan Dan Pengarnrasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemtraran

Nega-ra- R-ept:blik ln-donesia, Ta-hr-rn 2OL7 Nc,mor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Incionesia

Nomor 604 1) ;

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALI KOTA MANADO TENTANG

PEDOIVTA.N P}INANGANAN PET,A-PORAN PNNGANIIAN

{WHTSTLE BLOWING SYSTEM DUGAAN TINDAK

PiDANA KORUPSI.

Menetapkan 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi; 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi; 
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja rnenjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 03 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 

ten tang Pernbinaan Dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6041); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA MANADO TENTANG 

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN 
(WHISTLE BLOWING SYSTEM) DUGAAN TINDAK 
PIDANA KORUPSI. 



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

flalam Peratr_1ran v/ali Kota ini ya_ng dimaksud rlenga-n:

1. Daerah adalah Kota Manado.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

I)a.erah.

3. I{epaia Daerah -vang selanjutnya disebut Watri Kota

aelalah Wali Kota Manado.

,1.. lnspektora-t ada.la,h lnspektcrra-t Da,era-h K.ota, &{a-na-do.

5. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi, menyalahgunakan kern'enangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanS'-a karena

jatratan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara.

6 Pela-por Penga-c1-r:an {urhistlehlott;er) yang sela-njutnl'z-

disebut pelapor adaiah seseorang yang mengadul<an

perbuatan dugaan tjndak pidana korupsi ya118 terjadi cli

dalam organisasi tempatnya krekerl'a atau pihak terkait

lainnya -vang memiliki akses informasi 3'ang mernadai

atas terjadinya indikasi tindak pidana korr-rpsi.

7. Wzistleblowing sgstem adalah mekanisme penyampaian

penga-c1r-ra-n dr-tga-a-n tind-a-k pida-na- korr-ipsi -vang tela-h

terjadi ya.ng melibatkan pega\vai dan orang lain 3'ang

trerkaitan dengan clugaan tindak pidana korupsi -vang

dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

L Pelaporan adalah informasi yang disannpaikan cleh

Felapor terkait Perbuatan yang berlndikasi tindak pidana

korupsi dan dilengkapi dengan l:ukti permulaan.

9" -Q.a-1r-r-ran Pengad-,,ta-n ad-ala-h sa-rana- yaag digr:naka-n

untuk menyampaikan pengaduan.

10. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar,

dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan

adanya Tindak Pidana Korupsi.

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Manado. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah. 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota 

adalah Wali Kota Manado. 
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Manado. 

5. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan 

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara. 

6. Pelapor Pengaduan (Whistleblower) yang selanjutnya 

disebut pelapor adalah seseorang yang mengadukan 

perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di 

dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait 

lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai 

atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi. 

7. Whistle blowing system adalah mekanisme penyampaian 

pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah 

terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang 

berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. 

8. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh 

Pelapor terkait Perbuatan yang berindikasi tindak pidana 
korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan. 

9. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan 
untuk menyampaikan pengaduan. 

10. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, 
dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan 
adanya Tindak Pidana Korupsi. 



BAB iI
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

{1} lInksrrd elitetankz-nnya Pera-tlrra-n Wali Kota ini seha-gai

pedoman dalam penanganan pelaporan atas dugaan

tindak pidana korupsi dan pelanggaran di lingkungan

Pemerintah Kota Manado.

{2} Tujuan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan

Iu:histle blawing system) Tindak Pidana Korupsi

i:ertujuan:

a. menin gka-tka-n l-rpa-)ra- pencega-h a-n da-n pem hera-n tasa,n

korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Lr. mendorong Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daer:ah

yang memiliki infnrmasi dan bukti-bukti tentang

dugaan perbuatan Tindak Pidana Korupsi untuk
r::relaporkannya;

c" melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait

denga-n rlnga-a-n Tindak Pid,ana Korr-rpsi lra-ng

dilaporkannya; dan

d. rnenumbuhkan persepsi Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Daerah apakrila melakukan

pen3,impangan/ kecurangan. akan semakin besar

peluangn3,-a untuk terdeteksi dan dilaporkan

BAB III

PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 3

{1} Setiap orang yang melihat atau mengetahui adan-va

dugaan Tindak Pidana Korupsi yang rnerugikan

keuangan Negara,/Daerah atau perekonomian negara,

lL.8jib meia-por kepada Tim Penertma- Pengad,i:a-n"

{2} Pelaporan sebagaimana dimaksud pada a.v*at (1} harus

disertai dengan Bukti Permulaan.

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai 

pedoman dalam penanganan pelaporan atas dugaan 

tindak pidana koru psi dan pelanggaran di lingkungan 

Pemerintah Kota Manado. 

(2) Tujuan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan 

(whistle blowing system) Tindak Pidana Korupsi 

bertujuan: 
a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan 

korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

b. mendorong Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah 

yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang 

dugaan perbuatan Tindak Pidana Korupsi untuk 

melaporkannya; 

c. melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait 

dengan dugaan Tindal Pidana Korpsi van9 
f --c 

dilaporkannya; dan 

d. menumbuhkan persepsi Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Daerah apabila melakukan 

penyimpangan/ kecurangan, akan semakin besar 

peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan 

BAB III 

PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN 

Pasal 3 

(1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya 
dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan 
keuangan Negara/Daerah atau perekonomian negara, 
waiib melapor kepad2 Tim Penerima Penoaduan 

2 ± ± € • 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disertai dengan Bukti Permulaan. 



Pasal 4

{1i Pelaporan setragaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara

langsung mauputl tidak langsung.

{2} Petraporan secara la:rgsung dapat dilakukan pada i-rnit

pengaduan Inspektorat Daerah dengan alamat : Jalan

Pameran Kelurahan Kairagi II Lingkungan V Kecamaran

L.{apanget

i3) Peiaporan secara tidak langsung dapat lakukan melalui

Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimili, kotak
pengaduan, dan surat elektronik {emaii}, },eng

disediakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 5

{1i Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalarn

Fasal 2 pada ayat {1}, berkedudukan di inspektorat

Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Tim Penerima Pengadu.an bertanggung jawab secara ex-

afficio.

{3} Susunan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. penanggung jawab : Sekretaris Daerah

b. ketua : Inspektur

c. anggota :

1. Asisten Administrasi Pemerintahan;

2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik;

3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia;

4. Kepaia Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

5. Unsur Pejabat pada inspektorat Daerah :

Sekretaris/ Inspektur Fembantu;

6. Jabatan Fungsional Tertentu pada Inspektorat
Daerah; dan

7. Stafpendukung.

{ai Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), bertugas menerima dan rnenindaklanjuti

Pasal 4 

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara 

langsung maupun tidak langsung. 

(2) Pelaporan secara langsung dapat dilakukan pada unit 

pengaduan Inspektorat Daerah dengan alamat : Jalan 
Pameran Kelurahan Kairagi II Lingkungan V Kecamatan 

Mapanget 

(3) Pelaporan secara tidak langsung dapat lakukan melalui 

Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimili, kotak 

pengaduan, dan surat elektronik (email), yang 

disediakan oleh Inspektorat Daerah. 

Pasal 5 
(1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 pada ayat (1), berkedudukan di Inspektorat 

Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

(2) Tim Penerima Pengaduan bertanggung jawab secara ex­ 

officio. 

(3) Susunan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 

a. penanggung jawab : Sekretaris Daerah 

b. ketua : Inspektur 

c. anggota 

1. Asisten Administrasi Pemerintahan; 

2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik; 
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia; 

4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 
5. Unsur Pejabat pada Inspektorat Daerah 

Sekretaris/ Inspektur Pembantu; 

6. Jabatan Fungsional Tertentu pada Inspektorat 
Daerah; dan 

7. Staf pendukung. 

( 4) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), bertugas meherima dan menindaklanjuti 



pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta

berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pasa-l 6

Dalam hal adanya pelaporan, Tim Penerima Pengaduan

rvajib menerima iaporan adanya dugaan tindak pidana

korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;

a. mencatat dan mengadministrasikan laporan

pengaduan;

l:. rnenganalisis laporan pengaduan untuk menentukan

tinda-k lan;ut,

c. melakukan audit investigatif;

d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota; dan

e. membuat laporan berkala tentang penanganan

pengaduan.

Pasai 7

Rekomendasi seha-ga-ima-na- dima-ksr-rd c1ala,m Pasa-1 6

hurufd, dapat berupa :

a. penjatuhan hukuman disiplin;

b. pengembalian kerugian NegaralDaerah; dan

c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat

Penegak l{uki-lm.

Pa-sal B

{1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan

kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf c, dapat dilakukan dalam ha1 hasil
pemeriksaan terjadi pelanggaran dengan dugaan

merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

(2) PenSrampaian hasil perneriksaan sebagaimana dimaksud
pa-da a-ya-t { 1 }, clilakukan -setelah mend-a-pa-t persetr_rjr_12_11

Wali i(ota.

Pasal 9

(1) Tim penerima pengaduan r,vajib melindungi dan menjaga

kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan

perlakuan yang wajar.

pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta 

berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor. 

Pasal 6 

Dalam hal adanya pelaporan, Tim Penerima Pengaduan 

wajib menerima laporan adanya dugaan tindak pidana 

korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung; 

a. mencatat dan mengadministrasikan laporan 

pengaduan; 
b. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan 

tindak lanjut; 

c. melakukan audit investigatif; 

d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota; dan 

e. membuat laporan berkala tentang penanganan 

pengaduan. 

Pasal 7 

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf d, dapat berupa : 

a. penjatuhan hukuman disiplin; 

b. pengembalian kerugian Negara/Daerah; dan 

c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat 

Penegak Hukum. 

Pasal 8 

(1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan 

kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf c, dapat dilakukan dalam hal hasil 

pemeriksaan terjadi pelanggaran dengan dugaan 
merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. 

(2) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan 
Wali Kata. 

Pasal 9 

(1) Tim penerima pengaduan wajib melindungi dan menjaga 

kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan 

perlakuan yang wajar. 



(2) Tim penerima pengaduan dapat mengungkapkan
identitas Peiapor pada persidangan di pengadilan.

(3) Tim penerima pengaduan dapat melaporkan kepada
Lemba-ga Perlinclr-rngan Sa-ksi d-a-n Korba-n {LpsK} apa-bi1a-

pelapor mengalami ancaman keselamatan jirva.

(a) Wali Kota memberikan sanksi kepada pejabat yang
terbukti menyalahgunakan j abatan / wewenan g terhadap
pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

{5) Tim Penerima, Penga_d-r,ra,n a-kan mer"ekcrmenclasil<-a_n

pemulihan nama baik hagi terlapor sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan, bila tidak terbukti
melakukan Pelanggaran.

Pasal 10

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan

tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Wali
Kota

Pasal 1 1

Dalarn hal Pelapor rneminta penjelasan mengenai

perkembangan tindak lanjut atas laporan _\,ang

disampaikan, Tim Penerima Pengaduan harus memberi

penS'elasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

Pasal 12

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha memirantu

upa.va pencegahan d.anf atau pemberantasan tindak
piclana ko: upsi eliberikan penghargaan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman penanganan

Pengaduan {Whistleblowing Sgsfenz) Tindak pidana

Korupsi tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota

ini.

(2) Tim penerima pengaduan dapat mengungkapkan 

identitas Pelapor pada persidangan di Pengadilan. 

(3) Tim penerima pengaduan dapat melaporkan kepada 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila 
pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa. 

(4) Wali Kota memberikan sanksi kepada Pejabat yang 

terbukti menyalahgunakanjabatan/ wewenang terhadap 

pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

(5) Tim Penerima Pengaduan akan merekomendasikan 

pemulihan nama baik bagi terlapor sesuai ketentuan 

peraturan perundang undangan, bila tidak terbukti 

melakukan Pelanggaran. 

Pasal 10 

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan 

tindak pidana koru psi meru pakan kewenangan W ali 

Kota. 

Pasal 11 

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai 

perkembangan tindak lanjut atas laporan yang 

disampaikan, Tim Penerima Pengaduan harus memberi 

penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor. 

Pasal 12 

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu 

upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak 

pidana korupsi diberikan penghargaan 

Pasal 13 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penanganan 

Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana 

Korupsi tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota 

1n1. 



BAB iV

KE?ENTUAN PENUTUP

Pa,sal 14

Peraturan Wali Kota ini rnulai berlaku pada tanggal

dir.lndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Pera.turan Waii Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetankan di Ma-na-c]-o* ^.'- -*'r'-"

pada tanggal LB /lyuylvs ?^oZ3

WAL1 KCITA M;\NAIJO"

AND}?HI ANGCUW

Diundangkan di fulanado

78 Ag"'l': 2-oZS

DAERAT { KOTA I\,IANADO,

&dICLtrR 5

BERITA DAERA}{ KOT MANADO TAHUI\I 2023 NO}.{OR 22

I.iO. PENGELOL,{ rafin
1 WAKIL WALI KOTA lt

SEKRTTARiS DAERAH
\

3. ASISTEN ADMINISTRASI
T II\,{I TI\iT lLl

n PLT.INSPtrI{TIJR N
5. KEPALA BAGIAN

HUKUM
at

*. INSFEKTUR PEMBANTU
WILAYAH" III *f- t

T1 A ET TI]'E) A /1

ADMINISTRASI DAN
UI\iIUM

&

BAB IV 

KETENTU AN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan W ali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado. 

Ditetapkan di Manado 
pada tanggal 28 A%ch»+ 2023 

NO. PENGELOLA PA}AF 
1. W AKIL W ALI KOTA !,, 
2. SEKRET ARIS DAE RAH $ 
3. ASISTEN ADMINISTRASI Tu UMUM 
4. PLT. INSPEKTUR / 
5. KEPALA BAGIAN 8 HUKUM 
6. INSPEKTUR PEMBANTU 4' 

WILAYAH. III - I 
7. KASUBBAG. ¢ ADMINISTRASI DAN 

UMUM 

WALI KOTA MANADO, 

£00 
ANDREI ANGOUW 

Diundangkan di Manado 

1 28A9or#s 2023 

DAERAH KOTA MANADO, 

MICLER CRU L L T 

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2023 NOMOR 2? 



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN WALI KOTA MANADO
?-z rnnuN 2023
?-8 frgusl<r Zoz9
PEDOMAN PENANGANAN PELAFORAN PENGADUAN
t\ lrJtsT{,HRr,O\rfiNr] .SySTtriL4 nUGAAN TINDA.K PIDANA
KORUPSI Di LINGKUNGAN PEh/iERINTAH KOTA
MANADO.

EAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pelennr.an tenf.ans inriikasi Tindak Pidana Kni i-rnsi fTPK) merttnakan snl.ah\ ' ' '',

satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu
mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan"

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2AA4 tentang Pencegahan dan
Pemtrerantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Witrayah Bebas dari
Korupsi {WBK) yang mewqfibkan penerapan sistem penallganatl pengaduan

{Whi.stleblowirug System/. Sistem ini rnemberikan kesempatan kepada
masyarakat/pegawai Pemerintah Kota Manado yang mengetahui atau memiliki
informasi/bukti-Lrukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejai:at
danlatau pegav.'ai di lingkungan kerjan5,a, untuk mengungkapkan
penyirnpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh
orang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Penangananan
pengaduan {Whistleblawing Sgstem) Tindak Pidana Korupsi sehagai a"cuan
pelaksanaan di dalam penangananan pengaduan clugaan tindak pidana korupsi
di lingkungan Pemerintah Kota Manaclo.

Whistleblau)er adalah seseorang yang melaporkan perbuatan dugaan
tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Manado, baik itu
Prrrvarx;ai l\Iecrari Qinil (-alnn Fpcrqrrrai ]\Teoari S,inil rlan rrprvarxrai 1c)in"1rzq rrot-l(yLvLt'lL)J*,15

bekery'a di Pernerintah Kota Manado.

B. Maksurl dan Tujuan
1. h{aksud

Pedoman Penangananan pengaduan {Whktleblawing Sgsfern} Tindak
Pidana Korupsi, di.maksudkan sebagai :

a. Acuan dalam rnenangani pengaduan yang diduga tindak pidana
korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Manad,o;

b" A*uan bagt masyarakat/pega'"r,rai yang mengetahui atau. memiiiki
informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga
tindak pidana korupsi untuk melaporkan dugaan penyirnpangan di
lingkungan Pemerintah Kota Manado kepada Tim Penerima Pegaduan;
dan

c. Acuan didalam memLrerikan perlindungan kepada pelapor
ftnhi.sttebtower).

2. Tujuan
Pedoman Fenanganan pengaduan {lVhistteblowing System} Dugaan
Tirr rl crlz Pir{ qrr q l{nrr r rrcri ?rartr r ir r an r i nfr r 1z .

LAMPIRAN 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

PERATURAN WALI KOTA MANADO 
22 TAHUN 2023 
28 Aas#, 202z 
PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN 
(WHISTLEBLOWING SYSTEM DUGAAN TINDAK PIDANA 
KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
MANADO. 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Pelaporan ten tang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah 

satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu 
mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) yang mewajibkan penerapan sistem penanganan pengaduan 
(Whistleblowing System). Sistem ini memberikan kesempatan kepada 
masyarakat/pegawai Pemerintah Kota Manado yang mengetahui atau memiliki 
informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejabat 
dan/atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan 
penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh 
orang lain. 

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Penangananan 
pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi sebagai acuan 
pelaksanaan di dalam penangananan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi 
di lingkungan Pemerintah Kota Manado. 

Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan dugaan 
tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Manado, baik itu 
Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang 
bekerja di Pemerintah Kota Manado. 

B. Maksud dan Tujuan 
1. Maksud 

Pedoman Penangananan pengaduan (Whistleblowing System) Tindak 
Pidana Korupsi, dimaksudkan sebagai: 
a. Acuan dalam menangani pengaduan yang diduga tindak pidana 

korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Manado; 
b. Acuan bagi masyarakat/pegawai yang mengetahui atau memiliki 

informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga 
tindak pidana korupsi untuk melaporkan dugaan penyimpangan di 
lingkungan Pemerintah Kota Manado kepada Tim Penerima Pegaduan; 
dan 

c. Acuan didalam memberikan perlindungan kepada pelapor 
(whistle blower). 

2. Tujuan 
Pedoman Penanganan pengaduan (Whistleblowing System) Dugaan 
Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk: 



a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di
lingkungan pemerintah Kota Manado;

b" rnendorong pegawai di ringkungan pemerintah Kota Manado yang
memiliki informasi dan bukti-bukti tentang dugaan perkruatan tindak
pidane. korupsi untuk melaporkannya;

c' rnelindr.lngi peiapor dari rasa ticlak aman terkait dengan dugaan tindak
pidana korupsi yang dilaporkannya;

d" menurnbuhkan persepsi masyarakat/pegawai di li'gkungan
Femerintah Kota hrlanado bahwa apabila melakukan
penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar pehiangnya untuk
terdeteksi dan dilaporkan.

C. Ruang Lingkup
Ruang iingkup penenganan pengeduan yang berindikasi tindak pidana

korupsi di lingkungan pemerintah Kota Manado, meliputi :

i' kebijakan tentang penanganan pengaduan $uhistteblowing);
2. penangananan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi tindak

pidana korupsi;
3. perlindungan dan penghargaan peiapor;
4. pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan
5. pelapo,ran dan pemantauan.

D. Pengertian
Dala.m Pedsrnan ini yang dimaksuC dengan:
1. whrsfleblowing system adalah mekanisme penyampaian pengaduan

dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang melibatkan pegawai dan
orang lain yang berkaitan dengan dugaan tin.dak pidana korupsi yang
ciilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

2. pejabat yang berwenang menjatuhkan hukur:nan disipiin adalah pejabat
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perner"intah
Nomon 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri sipit.

3. audit investlgasi merupakan sebuah kegiatan sistematis d.an terukilr
untuk mengungkap kecurangalL sejak diketahui, atau diinclikasikannya
sehuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memeberikan cuk1rp
keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi
pemastian suatu kebenaran daiam menjelaskan kejadian yang telah
diasumsikan sehrelumnya dalam rangka mencapai keadilan.

4. bukti Aurlit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan
dalarn laporan ker.langan, yang terdiri dari data akuntansi dan inforrnasi
pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor seLragai dasar
untuk menyatakan pendapatnya mengenai ke.+.,ajaran lapcran keuangan
tersebut.

5. evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempeiajari, memeriksa,
menguji, menelaah, dan rnenginterpretasikan bukti untuk menilai
kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya
rnengerni:angkan bukti lebih ianjut.

a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di 
lingkungan Pemerintah Kota Manado; 

b. mendorong pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Manado yang 
memiliki informasi dan bukti-bukti tentang dugaan perbuatan tindak 
pidana korupsi untuk melaporkannya; 

c. melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan tindak 
pidana koru psi yang dilaporkannya; 

d. menumbuhkan persepsi masyarakat/pegawai di lingkungan 
Pemerintah Kata Manado bahwa apabila melakukan 
penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk 
terdeteksi dan dilaporkan. 

C. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana 

korupsi di lingkungan Pemerintah Kata Manado, meliputi: 
1. kebijakan tentang penanganan pengaduan (whistleblowing); 
2. penangananan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi tindak 

pidana koru psi; 
3. perlindungan dan penghargaan pelapor; 
4. pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan 
5. pelaporan dan pemantauan. 

D. Pengertian 
Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 
1. whistleblowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan 

dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang melibatkan pegawai dan 
orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. 

2. pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat 
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

3. audit investigasi merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur 
untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau diindikasikannya 
sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memeberikan cukup 
keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi 
pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah 
diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan. 

4. bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan 
dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi 
pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar 
untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan 
terse but. 

5. evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, 
menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai 
kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya 
mengembangkan bukti lebih lanjut. 



BAB II
KEBIJAKAN PENANGANANAN PELAPORAN PENGADUAN
{WHISTLEBLOWING) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kriteria dan Data Laporan peianggaran
Setiap ol:ang yang melihat atar.r mengetahui, mendengar adanya tir:clak

pidana korupsi u'ajib melaporkan kepada Tim Penerima pengaduan, dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1' Pengacluan )'ang disampaik-an melalui $thistlebtot*,ing Sgsfem. han3,,a

pengaduan yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi (TpK).2' Data dan lnformasi yang disampaikan pelapor harns memenuhi be'6erapa
hai sebagai berikut:
a' laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan l:ukti-

bukti yang cukup diantaranya:
1) actanya penyimpangan perbuatan melawan hukum _vang

ditraporkan;
2) dima,a perLruatan melawan hukum tersebut terjadi;
3) k-apan perbuatan melar.l,an huk,;m terjadi;
4) siapa cian pejabat,/pegawai yang melakukan penyimpangan

perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat clengan
peristiiva rnelawan hukum; dan

5) bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi;
b" dara pengaduan herisi informasi sebagai berikut:

I ) data mengenai nama dan alarnat pelapor dengan melampirkan
fotokopi Kartu Tanda penducluk (KTp) dan/atau identitas diri
lainnya dan apabila pelapornya pegawai di lingkungan pemerintah
Kota l'{anado harus melampirkan nama dan satuan kerja/unit
kerja ternpat bekerja perapor, jabatan pelapor, surat keputusan
penempatan tugas pelapor;

2j keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi antara
lain:
a) nama pelaku;
b) jabatan pelaku;
c) satuan kerja/Unit Kel'a petraku;
d) perbuatan yang terindikasi atau dicluga terdapat penyimpangan

atau pelanggaran ),ang mengand,ung unsur tindak pirlana
korupsi oleh pelaku; dan

e) waktu penyimpangan atau pelanggararr yang dilakukan oleh
pelaku;

3) disertai rlengan bukti-br-ikti yang mendukung atau menjelaskan
substamsi g:exgaduan tindal< pidana korupsi berupa :

a) Cata atalr dakumen yang relevan; dan
b) gambar dan atau rekaman;

4) dalam konclisi tertentu, jika informasi pengaduan yang cl{i:eroleh
sangat terbatas, tetapi mernpunl's1i ke3,akinan hrer"las.*:,rkan
pertimbangan profesional aparatur pengau.as/ audit*r, bahrva
informasi pengaduan layak ditindaklanjuti miniraal harus
mernenuhi kriteria 3\&i {What, Where, WtLen). pertimbangan
prcfesianal dimaksucl adalah pendapat penelaah yang didasarkan

BAB II 
KEBIJAKAN PENANGANANAN PELAPORAN PENGADUAN 
(WHISTLEBLOWING) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

A. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran 
Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya tindak 

pidana korupsi wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan, dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Pengaduan yang disampaikan melalui Whistleblowing System hanya 

pengaduan yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi (TPK). 
2. Data dan Informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa 

hal sebagai berikut: 
a. laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti­ 

bukti yang cukup diantaranya: 
1) adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang 

dilaporkan; 
2) dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi; 
3) kapan perbuatan melawan hukum terjadi; 
4) siapa dan pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan 

perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan 
peristiwa melawan hukum; dan 

5) bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi; 
b. data pengaduan berisi informasi sebagai berikut: 

1) data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan 
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri 
lainnya dan apabila pelapornya pegawai di lingkungan Pemerintah 
Kota Manado harus melampirkan nama dan satuan kerja/unit 
kerja tempat bekerja pelapor, jabatan pelapor, surat keputusan 
penempatan tugas pelapor; 

2) keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi antara 
lain: 
a) nama pelaku; 
b) jabatan pelaku; 
c) satuan kerja/Unit Kerja pelaku; 
d) perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan 

atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana 
korupsi oleh pelaku; dan 

e) waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 
pelaku; 

3) disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan 
substansi pengaduan tindak pidana korupsi berupa: 
a) data atau dokumen yang relevan; dan 
b) gambar dan atau rekaman; 

4) dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh 
sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan 
pertimbangan profesional aparatur pengawas/ auditor, bahwa 
informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus 
memenuhi kriteria 3W (What, Where, When). Pertimbangan 
profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan 



pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi
train yang mendukung laporanlpengaduan tersebut.

B. Mekanisrne Penyampaian Laporan Pengaduan.
Lapcran secar"a langsung dapat diiakukan oleh u,histleblotuer melalui

Saluran Pengaduan pada alamat wbs.Msnadokota.Eo.zd dengan rnengisi
data-data laporan pengaduan sebagai berikut:
tr. Topik iaporan;
2. Tanggal kejadian;
3. Ternpat Kejadian;
4. Uraian Kejadian;
5. Jumlah Rupiah;
6. Data Terlapor dengan rnengisi : Nama, NIP, Jabatan dan Unit Kerja;
7. Unggah dokumen pendukung; dan
8. Data Pelapor dengan mengisi Nama, Alamat, Nomoi" Telepcn 5,'ang bisa

dihubungi.
Laporan secara tidak langsung melalui Saluran Pengaduan da.pat

dilakukan oleh Whisttebtower dengan :

1. mernasukan data-data laporan pengaduan ke kotak pengaduan yang ada
di Inspektorat Daerah; atau

'2" rxelalui ir'ebsite manadokota.so.id dan emaii
inspektoratmanadokota@.smail.com dengan disertai upload data-data
laporan pengaduan.

r. Il^*^* T-t^l^.^^,.^.. n^.^*^l--^*\-. r Er rir.r lS,irJIiC"rlArLIl rUlaPUI alr rel LBA(j LtaII
Pengaduan tindak pidana korupsi selanjutnya ditindakianjuti oleh Tim

Penertma Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pencatatan
Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor
dilakukan sebagai berikut :

a. iaporan pengaduan yang disampaikan baik secar:a langsung ataupun
meialui Aplikasi;

tr. saluran Pengaduan dicatat oleh petugas di Inspektorat Daerah;
c. terhadap laporan pengaduan yang disarnpaikan secara lisan, oleh

petugas dibuat secara verbal dan dimintakan Lrukti-bukti pendukung
yang rnemadai; dan

d" peneatatan laporan pengaduan sekurang-kurangnya memuat
informasi sebagai berikut :

1) data surat pengaduanf laporan, yang terdiri dari :

a. noulcr dan tanggal agenda;
b. tanggal surat pengaduan; dan
c" perihal;

2i identitas pelapor
pelapor yang bersumber dari rnasyarakat dan atar.l unit kerja terdiri
dari :

a" nama;
b. atrarnat;
c. rromor teiepon yang bisa dihubungi;
d. nomor induk pegawai (NIP);

e. jabatan; dan

pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi 
lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut. 

B. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan. 
Laporan secara langsung dapat dilakukan oleh whistleblower melalui 

Saluran Pengaduan pada alamat wbs.Manadokota.go.id dengan mengisi 
data-data laporan pengaduan sebagai berikut: 
1. Topik laporan; 
2. Tanggal kejadian; 
3. Tempat Kejadian; 
4. Uraian Kejadian; 
5. Jumlah Rupiah; 
6. Data Terlapor dengan mengisi : Nama, NIP, Jabatan dan Unit Kerja; 
7. Unggah dokumen pendukung; dan 
8. Data Pelapor dengan mengisi Nama, Alamat, Nomor Telepon yang bisa 

dihubungi. 
Laporan secara tidak langsung melalui Saluran Pengaduan dapat 

dilakukan oleh W histleblower dengan : 
1. memasukan data-data laporan pengaduan ke kotak pengaduan yang ada 

di Inspektorat Daerah; atau 
2. melalui website www.inspektorat.manadokota.go.id dan email 

inspektoratmanadokota@gmail.com dengan disertai upload data-data 
laporan pengaduan. 

C. Penangananan Pelaporan Pengaduan 
Pengaduan tindak pidana korupsi selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim 

Penerima Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut: 
1. Pencatatan 

Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor 
dilakukan se bagai beriku t : 
a. laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung ataupun 

melalui Aplikasi; 
b. saluran Pengaduan dicatat oleh petugas di Inspektorat Daerah; 
c. terhadap laporan pengaduan yang disampaikan secara lisan, oleh 

petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti-bukti pendukung 
yang memadai; dan 

d. pencatatan laporan pengaduan sekurang-kurangnya 
informasi se bagai beriku t : 

1) data surat pengaduan/laporan, yang terdiri dari: 
a. nomor dan tanggal agenda; 
b. tanggal surat pengaduan; dan 
c. perihal; 

2) identitas pelapor 
pelapor yang bersumber dari masyarakat dan atau unit kerja terdiri 
dari: 
a. nama; 
b. alamat; 
c. nomor telepon yang bisa dihubungi; 
d. nomor induk pegawai (NIP); 
e. jabatan; dan 

memuat 



f. satuan Kerja/ Unit Kerja"

2. Penelaahan
a. Pengaduan/ laporan yang telah dicatat kemudian d.itelaah guna

mengidentifikasi permasalahannya/ infcrmasi dan merumuskan
lan gkah - lan gkah penan ganarran. selanj u tnya 

"

b. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:
1) merurnuskan pokok permasalahan;
2) meneliti kelengkapan dokumen br.lkti permulaan;
3) mengun:pulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendilkung;
4) melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perlxndang

undangan; dan
5) menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan

oalanirtfntraqLr rJ q.

c. Hasil peneiaahan pengaduan dan rekomendasi :

1) pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai dengar:.
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi
dan tidak pertru diproses lebih lanjut; dan

2) pel.aporan yang sulrstansinya adanya dugaan tindak pidana korupsi
dilanjutkan d,engan audit investigasi.

d. Dalam hal hasil teiaah yang hanya memenuhi kriteria 3W {Wh6t,
Where, W?wn) dan whistleblawer diketahui dengan jelas nama da:r
alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang
tuttistleblou)er untuk memperaieh tambahan informasi sebelum
diterbitkannya Surat Tugas.

3. Pengarsipan
Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana kompsi
yang disampaikan lNhistleblau)er disimpan di tempat yang arnan
berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/urrit kerja terlapor
serta urutarr tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan
yeng ber:laku, dan arsip-arsip pengaduan terse.but bersifa"t rahaeia.
Terhadap permintaan informasi oleh pihak iain seperti Lembaga Swadaya
Masyarakat, media massa dan lain-Iain, dapat diberikan setelah
mendapat persetujuan Wali Kota.

4. Audit investigasi
PengaCuan yang disampaikan oleh Pelapor ft"ohistleblower) dan
rnenginclikasikan adanya tindak pidana korupsi ditindaklanjuti melalui
aud,it investigasi. Pelaksanaan audit mengacu pada standar aud.it dan
$OP Pemeriksaan Khusus/Pengaduan yang ada pada Inspektorat Daerah,
antara lain. meliputi:
a. Menyusun perencanaan aud.it :

1) penentuan tirn audit oleh inspektur degan menerbitkan Surat
Tugas; dan

2) penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain
anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya.

b. Menyusun program audit :

1) penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
yang rele.;en dengan permasalahan pg6lglaahan tarlrar{^.; ketentuar:.

f. satuan Kerja/ Unit Kerja. 

2. Penelaahan 
a. Pengaduan/ laporan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna 

mengidentifikasi permasalahannya/ informasi dan merumuskan 
langkah-langkah penangananan selanjutnya. 

b. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut: 
1) merumuskan pokok permasalahan; 
2) meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan; 
3) mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung; 
4) melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang 

undangan;dan 
5) menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan 

selanjutnya. 
c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi: 

1) pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi 
dan tidak perlu diproses lebih lanjut; dan 

2) pelaporan yang substansinya adanya dugaan tindak pidana korupsi 
dilanjutkan dengan audit investigasi. 

d. Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W ( What, 
Where, When) dan whistleblower diketahui dengan jelas nama dan 
alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang 
whistleblower untuk memperoleh tambahan informasi sebelum 
diterbitkannya Surat Tugas. 

3. Pengarsipan 
Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi 
yang disampaikan Whistleblower disimpan di tempat yang aman 
berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor 
serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan 
yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. 
Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya 
Masyarakat, media massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah 
mendapat persetujuan Wali Kota. 

4. Audit Investigasi 
Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (whistleblower) dan 
mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi ditindaklanjuti melalui 
audit investigasi. Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan 
SOP Pemeriksaan Khusus/Pengaduan yang ada pada Inspektorat Daerah, 
antara lain meliputi: 
a. Menyusun perencanaan audit: 

1) penentuan tim audit oleh Inspektur degan menerbitkan Surat 
Tugas;dan 

2) penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain 
anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya. 

b. Menyusun program audit : 
1) penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan permasalahan Penelaahan terhadap ketentuan 



peraturaj:r perundang*undangan diperlukan untuk
rnengindentifikasikan jenis peyimpangan dan kriteria yang dapat
diterapkan terhadap substansi laporan pengad.uan;

2] mendapatkan irukti-bukti yang mernadai Pengurnpulan, evaiuasi
dan pengujian bukti-bukti har"us n:empun3,,ai keyakinan yang
memadai bahwa buktihrukti yang diperolehnya telah relevan,
kompeten, cukup dan material;

3) menentukan metoda audit yang tepat pengumpulan bukti-bukti
dilakukan dengan menggullakan prosedur, teknik clan metodotrogi
audit yeng diperlukan sesuai keadaannya; dan

4) menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam
melakukan evaluasi dan analisis terhad"ap bukti- bukti yang
diperoleh atau untuk memastikan kecukupan hukti-bukti, dapat
dilakukan klarifikesi atau kcnfirrnasi secara iangsung kepada
pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada
pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi
tersebut dituangkan dalarn Berita Acara Kiarifikasi (BAK);

b. menganaiisis bukti analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi,
kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materiaiitas suatu alat bukti
dengan substansi pokok perrnasalahan sehingga dapat dijadikan
bahan untuk rnenentukan kesimpuian;

c' merumuskan hasil audit dari hasil analisis terhad.ap bukti-bukti yang
ada dan dipandang cukup memadai, dirurnuskan hasil audit apakah
laporan pengaduan memenuhi unsur tindak pidana korqpsi, atau
hanya teq'adi pelanggaran administrasi, atau bahkan tidak ada
penyimpangarl sama sekali;

d. mengkornunikasikan hasil audit dengan auditan sebeiurn laporan final
audit investigatif disusun, materi hasil audit tersebut
d.ikomunikasikan terlebih dahutru dengan pejabat,/pegawai yang
rnenjadi terlapor dan/atau pimpinan instansi terlapor guna rnend.apat
tanggapan atau persetujuan untuk melaksanakan tindak ianjut; ctan

e. n1*113r11s11n laporan hasil audit.
Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit
investigatif. Di dalam laporan audit investjgatif disqjikan temuan dan
infornaasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan. Penugasan audit investigatif atas inforrnasi
iaporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi
Informasi laporanlpengaduan yang sama sedang dalam atau telah
clilakukan audit investjgatif oleh Badan Femeriksa Keuangan (BpKl
atau Aparat Pengawasan Intem pernerintah /ApIp) Iainnya.

5. Rekomenciasi
Rekomendasi hasii Audit Investigasi atas laporan pengaduan d.ugaan
tindak pidana korupsi dapat berupa :

a. penjatuhan hukuman disiplin
x) rekcmendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin rvajib

disarnpaikan kepada pejakrat yang berwenang menjatuhkan
hukuman disipiin;

peraturan perundang-undangan diperlukan untuk 
mengindentifikasikan jenis peyimpangan dan kriteria yang dapat 
diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan; 

2) mendapatkan bukti-bukti yang memadai Pengumpulan, evaluasi 
dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang 
memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah relevan, 
kompeten, cukup dan material; 

3) menentukan metoda audit yang tepat Pengumpulan bukti-bukti 
dilakukan dengan menggunakan prosed ur, teknik dan metodologi 
audit yang diperlukan sesuai keadaannya; dan 

4) menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam 
melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti- bukti yang 
diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat 
dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada 
pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada 
pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi 
tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK); 

b. menganalisis bukti analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi, 
kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materialitas suatu alat bukti 
dengan substansi pokok permasalahan sehingga dapat dijadikan 
bahan untuk menentukan kesimpulan; 

c. merumuskan hasil audit dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang 
ada dan dipandang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah 
laporan pengaduan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, atau 
hanya terjadi pelanggaran administrasi, atau bahkan tidak ada 
penyimpangan sama sekali; 

d. mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan sebelum laporan final 
audit investigatif disusun, materi hasil audit tersebut 
dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pejabat/pegawai yang 
menjadi terlapor dan/ atau pimpinan instansi terlapor guna mendapat 
tanggapan atau persetujuan untuk melaksanakan tindak lanjut; dan 

e. menyusun laporan hasil audit. 
Penyusunan laporan meru pakan tahap akhir dari kegiatan audit 
investigatif. Di dalam laporan audit investigatif disajikan temuan dan 
informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan. Penugasan audit investigatif atas informasi 
laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi 
Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah 
dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah {APIP) lainnya. 

5. Rekomendasi 
Rekomendasi hasil Audit Investigasi atas laporan pengaduan dugaan 
tindak pidana korupsi dapat berupa: 
a. penjatuhan hukuman disiplin 

1) rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib 
disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan 
hukuman disiplin; 



2) pejabat yang brerwenang rnenjatuhkan hukurnan disiplin
rnelaksanakan rekornendasi hasil pemeriksaan paling larnb at Z
(dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan
tersebut; dan

;t] pejabat yeng bel,.enang menjatuhkan hukuman disiplin
menyampaikan tembusan Keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin kepada Inspektur.

Lr. pengernbalian kerugian Negara/Daerah
Rekomendasi Lrerupa pengernbalian kerugian Daerah wqiib
disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjr"rti.

c. penyampaian hasil perneriksaan kepada penegak Hukum dapat
dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan terjadi peianggaran dengan
dugaan merugikan keuangan negara atau perekonornian Negara
seteiah menCapat persetujuan $/ali Kcta.

6. Pelimpahan Penangananan Kasus Tinciakan Pidana Korupsi (TpK) kepada
Penegak Hukum Pelimpahan penariganan kasus pengaduan tindak
pidana korupsi kepada Fenegak Hukurn diiakukan i:erdasarkan
pertimbanflan Wali Kota" Pertimbangan tersebut didasarkan pada
kecukupan bukti-bukti tentang indikasi penyimpangan yang d,iiaporkan
atau berdasarkan hasil pendaiaman Audit Investlgasi oleh Inspektorat
Daerah, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana
kcrupsi. F{asil audit in';estigasi tersebut dibahas rnelalui rapat ekspcse
internal dengan pihak terkait (sekretaris Daerah, Asisten Administrasi
Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, dan Kepala Bagian
Hukum). Untuk rnendapat kepastian terpenuhinya unsur aspek hukurn
yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi aparatl,rr
pengawas/Auditor trahwa kasus yang diauclit tersebut berindikasi Tindak
Pidana Korupsi {TPKi, dilakukan rapat dengan pihak eksternal 6engan
mengundang/ahli melalui tahapan sebagai berikut:
a. ?ahap Persiapan

1) mengundang Sekretaris Daerah, Asisten Aclministrasi
Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Kepala Bagian
Hukum dan pihak-pihak yang terkait;

2i undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum peLaksanaan ekspose;
3) menyiapkan sarana dan prasararla; dan
4i menentukan Tim Penyaji (peny4ji, Notulen dan Moderator).

b. Petraksanaan
1) pelaksanaan rapat eksternal dipimpin oieh Inspektur;
2) seluruh peserta rapat eksternal wajib mematuhi Tata Tertib rapat

E-- l^-af errr q l .UITULUI !rql ,

3) proses diskusi dalam rapat eksternal dituangkan dalarn notulen
ekspose eksternal yang ditandatangani oleh Notulis, Ketua Tirn, 6an
Inspektur;

a) bila dalam hasil rapat eksterna-l tidak diperoieh kesepakatan, akan
risalalt hasil rapat eksternal memuat alasan ketidaksepakatan
tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar
pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan cialam
risalah hasitr rapat antar pimpinan;

2) pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin 
melaksanakan rekomendasi basil pemeriksaan paling lambat 2 
(dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi basil pemeriksaan 
terse but; dan 

3) pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin 
menyampaikan tembusan Keputusan tentang penjatuhan 
hukuman disiplin kepada Inspektur. 

b. pengembalian kerugian Negara/Daerah 
Rekomendasi berupa pengembalian kerugian Daerah wajib 
disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti. 

c. penyampaian basil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dapat 
dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan terjadi pelanggaran dengan 
dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara 
setelah mendapat persetujuan Wali Kota. 

6. Pelimpahan Penangananan Kasus Tindakan Pidana Korupsi (TPK) kepada 
Penegak Hukum Pelimpahan penanganan kasus pengaduan tindak 
pidana korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan berdasarkan 
pertimbangan Wali Kota. Pertimbangan tersebut didasarkan pada 
kecukupan bukti-bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan 
atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigasi oleh Inspektorat 
Daerah, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana 
korupsi. Hasil audit investigasi tersebut dibahas melalui rapat ekspose 
internal dengan pihak terkait (Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi 
Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, dan Kepala Bagian 
Hukum). Untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur aspek hukum 
yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi aparatur 
pengawas/ Auditor bahwa kasus yang diaudit terse but berindikasi Tindak 
Pidana Korupsi (TPK), dilakukan rapat dengan pihak eksternal dengan 
mengundang/ahli melalui tahapan sebagai berikut: 
a. Tahap Persiapan 

1) mengundang Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi 
Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Kepala Bagian 
Hukum dan pihak-pihak yang terkait; 

2) undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ekspose; 
3) menyiapkan sarana dan prasarana; dan 
4) menentukan Tim Penyaji (Penyaji, Notulen dan Moderator). 

b. Pelaksanaan 
1) pelaksanaan rapat eksternal dipimpin oleh Inspektur; 
2) seluruh peserta rapat eksternal wajib mematubi Tata Tertib rapat 

Eksternal; 
3) proses diskusi dalam rapat eksternal dituangkan dalam notulen 

ekspose eksternal yang ditandatangani oleh Notulis, Ketua Tim, dan 
Inspektur; 

4) bila dalam basil rapat eksternal tidak diperoleh kesepakatan, akan 
risalah basil rapat eksternal memuat alasan ketidaksepakatan 
tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar 
pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam 
risalah basil rapat antar pimpinan; 



5) bila dari rapat eksternai diperoleh bukti baru yang menambah atau
mengurangi nilai kerugian daerah, maka auditor harus melakukan
prosedur pengujian untuk meyakini ketrenaran buktibukti
tarnbahan;

6) bila dari hesil rapat eksternal ternyata tidak te4'adi perubahan nilai
kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat datrarn rapat
eksternal. dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus; dan

7) hasil rapat eksternal dituangkan dalarn risalah rapat eksternai yang
ditandatangani oieh Ketua Tim, pengendali Teknis dan diketahui
oleh Inspektur dengan persetujuan sekretaris l)aerah dan
di*arnpaikan kepada Wali Kota.

5) bila dari rapat eksternal diperoleh bukti baru yang menambah atau 
mengurangi nilai kerugian daerah, maka auditor harus melakukan 
prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran buktibukti 
tambahan; 

6) bila dari hasil rapat eksternal ternyata tidak terjadi perubahan nilai 
kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat dalam rapat 
eksternal dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus; dan 

7) hasil rapat eksternal dituangkan dalam risalah rapat eksternal yang 
ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan diketahui 
oleh Inspektur dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan 
disampaikan kepada Wali Kota. 



BAB iii
PERLINDUNGAN DAN PtrNGHARGAAN TtrRHADAP PtrLAPOR PENGADUAN

( WHT STLE FS LO I,YER) DU GAAN Ti N DAK PI DANA KO RUPS I

A" Ferlindungan Terhadap Peiapor
Pemerintah Kota Manado khususnya Tim Penerima Pengaduan wajib

melindungi dan menjaga kerahasian id,entitas pelapor {Wlistteblower},
memberikan periindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor
dengan berkoordinasi dengan pihak terkaitlinstansi yang berwenang.
Inspektorat da.pat mengungkapkan identitas pelapor {whistteblauser} untuk
keperluan penyidikan dan persidangan. Untuk laporan yang disampaikan
melalui Saluran Pengaduan agar kerahasian lebih terjaga dilakukan hal
sebagai berikut:
1' membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui olel:

pelapor;
2. m.enggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggarnbarkan

identitas pelapor;
3. mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. tidak rnemberitahukanlmengisikan data-data pribadi, seperti narna

pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yarlg
dilaporkan;

5. tidak memberitahukan/ mengisikan data-data/ informasi yang
mernungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa
pelapor; dan

6" hindari orang lain mengetahui nama samaran {username}, kata sandi
Itrta.ssword) serta nomor registrasi peiapor.

Upaya iain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas
pelapor adaiah dengan melakukan pengarsipan berkas penailganan laparan
pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan baik, berkas
disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah,
instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan
tata cara pengarsipan i/eng berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi
pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat Daerah
wajib berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban {LpSK}.

B. Penghargaan Terhadap Pelapor
Setiap pejabatlpegawai, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya

Masya.rakat yang telah bery'asa dalam usaha membantu upaya pencegahan
atau pemberantasan tindak pidana korupsi mendapat penghargaan.
Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan atau bentuk lainnya sesuai
dengan kebijakan Waii Kota dan ditetapkan dalam Kepu.tusan Wali Kota.

C. Sanksi dan Pernulihan Nama Baik
setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan,/urewenang

tertradap pelapor atas pelaporan dugaan korupsi yang disampaikan pelapor,
dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut.

$ebaliknya bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan
tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau
melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulillan nama baiknya sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III 
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN 

(WHISTLEBLOWER) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

A. Perlindungan Terhadap Pelapor 
Pemerintah Kota Manado khususnya Tim Penerima Pengaduan wajib 

melindungi dan menjaga kerahasian identitas pelapor ( Whistleblower), 
memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor 
dengan berkoordinasi dengan pihak terkait/ instansi yang berwenang. 
Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor ( whistle blower) untuk 
keperluan penyidikan dan persidangan. Untuk laporan yang disampaikan 
melalui Saluran Pengaduan agar kerahasian lebih terjaga dilakukan hal 
se bagai beriku t: 
1. membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh 

pelapor; 
2. menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan 

identitas pelapor; 
3. mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi; 
4. tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama 

pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang 
dilaporkan; 

5. tidak memberitahukan/ mengisikan 
memungkinkan bagi orang lain untuk 
pelapor; dan 

6. hindari orang lain mengetahui nama samaran (usemame), kata sandi 
(password) serta nomor registrasi pelapor. 

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas 
pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan 
pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan baik, berkas 
disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, 
instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan 
tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi 
pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat Daerah 
wajib berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 

B. Penghargaan Terhadap Pelapor 
Setiap pejabat/pegawai, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan 
atau pemberantasan tindak pidana korupsi mendapat penghargaan. 
Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan atau bentuk lainnya sesuai 
dengan kebijakan Wali Kota dan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota. 

C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik 
Setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang 

terhadap pelapor atas pelaporan dugaan korupsi yang disampaikan pelapor, 
dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut. 

Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan 
tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau 
melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai 
ketentuan peraturan perundang undangan. 

data-data/ informasi yang 
melakukan pelacakan siapa 



BAR IV
PELAPORAN DAN PtrMAi'{TAUAN

A. Peiaporan
Tin: Penerir:aa Fengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan

ciugaan tindak pidana korupsi secara berkaia kepaela Wali Kota. Kewenangan

untuk mempublikasikan penariganan laporan dugaan tindak pidana korupsi
berada pada Wali Kota. Inforrnasi yang dapat diputrlikasikan hanya terkait
status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkarr asas praduga

tidak bersalah. Daiam hal ushistleblower meminta penjeiasan mengenai
perkernbarxgan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerin:a

Pengaduan atau petugas pada inspektorat Daerah wajib menginformasikan
status penangananriya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimak*ud
kepad a pe1apcr {'tv l'dstleblower\ tersebut.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung
unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada :

1. Instansi penyidik (kejaksaan/kepolisianJ yang akan digunakan setragai

informasi/bahan penanganan leLrih lanjut;
2. Atasan langsung; d"ari pejaLrat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang

berwenang yang akan rnenindaklanjurti rekornendasi yang tercantum
dalam laporan. Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang
memerlukan tindak ianjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana
kcr:upsi, maka laporan hasil audit tidak periu disampaikan kepada
instansi penyidik"

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit
Pemantauan hasii penanganan iaporan pengaduan dugaan Tindak

Pidana Korupsi (TPK) diiakukan oieh Inspektorat Daerah baik secara
langsung melaiui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh
pejabat yang menangani, atau pemantauan $ecara tidak iangsung melalui
komunikasi elektronik dan meialui surat.

Pemantauan penanganen pengaduan dugaan Tindak Ficlana Korupsi
(TPK) dikeiompokkan menjadi menjadi status dalam proses, status selesai
disertai trukti-bukti. Status selesai apabila Inspetr<torat Daerah telal:
mener:bitkan laporan atau meneruskan ke Penega.k Hukum untuk dilakuka.n
pernrosesan secara hukr-im.
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BAB IV 
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN 

A. Pelaporan 
Tim Penerima Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan 

dugaan tindak pidana korupsi secara berkala kepada Wali Kota. Kewenangan 
untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi 
berada pada Wali Kota. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait 
status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga 
tidak bersalah. Dalam hal whistleblower meminta penjelasan mengenai 
perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima 
Pengaduan atau petugas pada Inspektorat Daerah wajib menginformasikan 
status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud 
kepada pelapor (whistleblower) tersebut. 

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung 
unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada: 
1. Instansi penyidik (kejaksaan/kepolisian) yang akan digunakan sebagai 

informasi/bahan penanganan lebih lanjut; 
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang 

berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum 
dalam laporan. Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang 
memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana 
korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada 
instansi penyidik. 

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit 
Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak 

Pidana Korupsi (TPK) dilakukan oleh Inspektorat Daerah baik secara 
langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh 
pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui 
komunikasi elektronik dan melalui surat. 

Pemantauan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi 
(TPK) dikelompokkan menjadi menjadi status dalam proses, status selesai 
disertai bukti-bukti. Status selesai apabila Inspektorat Daerah telah 
menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan 
pemrosesan secara hukum. 
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